 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Isu sentral dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa dan bagaimana yang berpengaruh terhadap proses implementasi (kesuksesan) penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Argumentasi yang mendukung penetapan isu-isu sentral ini adalah bahwa proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sangat bergantung pada perubahan prilaku orang yang terlibat dalam proses tersebut, khususnya yang mengimplementasikan perubahan paradigma penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan paradigma ini, mengharuskan perubahan cara berpikir, berkeyakinan dan bertindak menyangkut proses implementasi peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, dan menyangkut kegiatan pelayanan publik secara umum.
Subjek penelitian yang akan di investigasikan adalah prilaku aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Secara khusus adalah menyangkut aspek hubungan sebab (kausalitas) prilaku aparat tersebut. Aspek hubungan sebab (kausalitas) prilaku meliputi (a) tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, (b) sikap (attitude), (c) prilaku atau behavior (tingkat implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah) aparat pemerintah. Lebih lanjut tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di`lihat dari aspek perilaku berikut, (1) tingkat kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, (2) tingkat kemudahan penggunaan aturang penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah (3) tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, (4) tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Tingkat implementasi (prilaku)  aparat selama proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dilihat dari aspek prilaku berikut, (1) tingkat kepuasan kerja aparat dengan adanya aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah  dan (2) tingkat kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah dengan adanya aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini difokuskan pada aturan menyangkut keuangan daerah dan pemerintah daerah. seperti diketahui ada dua aturan pokok menyangkut penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yaitu tentang pemerintah daerah (uu no.32 th 2004) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu no.33 th 2004).
Aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan menjadi subjek dalam penelitian ini,dimana akan diidentifikasi aspek hubungan kausalitas perilaku yang meliputi sikap dan perilaku terhadap aturan, tingkat kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, tingkat kemudahan penerapan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, tingkat penerapan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk tingkat implementasi (perilaku) aparat selama proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dilihat dari dua aspek yaitu tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah dengan adanya aturan penyusunan dan pengelolaann keuangan daerah.
Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis (theory of reasoned action) yang dikembangkan oleh fishbeg dan ajzen (1975). Teori tersebut memodelkan prilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berprilaku (behavioural intentions). Keinginan berprilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap prilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang prilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap prilaku spesifik merupakan fungsi kepercayaan normatif dan motivasi untuk memenuhi norma-norma tersebut.
Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbeg dan Ajzen (1975) merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian ini. Argumentasi penggunaan model ini adalah bahwa model penelitian teoritis tersebut bisa menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan otonomi daerah yang demikian luas, kompleks dan membutuhkan kemampuan dan skills teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari mereka.
Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, akuntansi ekuitas dana, dan hal-hal khusus yang tidak di sebutkan butir-butir diatas. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangakan sifat kegiatan kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang di pilih dan ditetapkan yang tidak di atur dalam pp no. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.
Adanya kebijakan akuntansi pada entitas/pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran di gunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem untuk pengumpulan dan pemprosesan data transaksi serta mendistribusikan informasi keuangan tersebut pada semua pihak yang memerlukannya. Didalamnya meliputi sistem dan prosedur yang barkaitan dengan transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan transaksi non kas. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah. SAP memberikan pilihan-pilihan dalam prinsip-prinsip akuntansi untuk diterapkan dalam proses akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan pilihan atas prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur dalam SAP sesuai kepentingan pemerintah daerah untuk dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas kepada para pengguna.
Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Penerapan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) undang -undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 perlu diganti. Diterbitkannya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual menurut pp nomor 24 tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.
Di tetapkannya pp no. 71 tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 uu no. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) pp no. 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. SAP tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan pp setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).
Saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang keuangan negara. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).
Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya di akui, di catat, dan di sajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study 14 IFAC public sector committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.  Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, APBD disusun dengan menggunakan metoda tradisional atau item line budget. Mekanisme penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih meniitikberatkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Sasaran, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur tidak dapat disajikan dengan baik sehingga esiensi dari pengertian anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) semakin tidak jelas.
Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.
APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good governance dan clean goverment.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini mengungkapkan bagaimana kebingungan pada aturan dan kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja oleh seorang aparat pemerintah daerah, apakah faktor penggunaan, sikap, tingkat kegunaan, tingkat kemudahan, dan tingkat kebingungan terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada kinerja aparat. Penelitian ini akan menguji pengaruh langsung faktor-faktor perilaku organisasional tersebut terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kinerja pekerjaan aparatur pemerintah daerah dengan mengambil sampel objek penelitian pada dinas, badan dan kantor pengelolaan keuangan serta satuan kerja pengelola keuangan daerah kabupaten tebo.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai  berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh kebingungan pada aturan terhadap pengguna aturan?
1. Apakah terdapat pengaruh kemudahan pengguna aturan terhadap penggunaan aturan?
1. Apakah terdapat pengaruh kinerja pekerjaan terhadap penggunaan aturan?
1. Apakah terdapat pengaruh kebingungan aturan terhadap kinerja pekerjaan?
1. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan?
1. Apakah terdapat pengaruh kebingungan aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan?
1. Apakah terdapat pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :
1. Pengaruh kebingungan pada aturan terhadap penggunaan aturan.
1. Pengaruh kemudahan pengguna aturan terhadap penggunaan aturan.
1. Pengaruh kinerja pekerjaan terhadap penggunaan aturan.
1. Pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja pekerjaan.
1. Pengaruh kebingungan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan.
1. Pengaruh kebingungan aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan.
1. Pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan.
1.4 MANFAAT  PENELITIAN
Manfaat-manfaat dari hasil penelitian ini adalah :
1. Dalam penelitian ini diharapkan dengan adanya aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepuasan kinerja aparat pemerintah daerah. 
1. Dapat memberikan gambaran mengenai operasionalisasi penerapannya dalam proses pencatatan akuntansi baik pada badan pengelola keuangan daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 
1. Diharapkan dengan adanya kemudahan penggunaan aturan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Tebo.





BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 LANDASAN TEORI
2.1.1 Kinerja
Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimidarti,2006). Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi (Ilyas, 2001). Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu : tujuan, ukuran dan penelitian.
Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana prilaku kerja yang diharapkan  organisasi terhadap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah beberapa teori menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang baik secara individu atau sebagai individu yang ada dan bekerja dalam suatu lingkungan. Sebagai individu setiap orang mempunyai ciri dan karakteristik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan manusia yang berada dalam lingkungan serta prilakunya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerjanya. Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2001), secara teoritis  ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi prilaku kerja dan kinerja, yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi kelompok kerja yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pesonel. Prilaku yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan tugas-tugas perkerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas.
Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrument penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu dengan membandingkan dengan standar baku penampilan. Menurut Certo, penilaian kinerja adalah proses penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen (Ilyas, 2001).
Motivasi kinerja adalah dorongan/ransangan yang mampu menggerakkan individu/tenaga perawat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai seorang tenaga perawat pelaksana meliputi  tanggung jawab, pengakuan, komitmen pemimpin, insentif dan kondisi kerja. 

2.1.2 Penggunaan Aturan
Hubungan  kerja menyangkut dimensi yang demikian luas (multipel) dan termasuk didalamnya adalah kepuasaan intrinsik dan kepuasaan ekstrinsik (Herzbeg, 1966 dan Trist, 1976). Kepuasaan intrinsik berasal secara langsung dari kerja yang  dilakukan seseorang, sedangkan kepuasaan ekstrinsik berasal dari hasil yang diperoleh ketika seseorang telah melaksanakan kerja itu sendiri, contoh selama kompensasi. Dalam hal ini yang dimaksud  ekstrinsik adalah kepuasaan yang berasal dari perasaan kenikmatan, kebahagian, kesenangan seseorang yang diperoleh dari penyelesaian kerja orang tersebut secara sukses yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian segala hal yang menambah perasaan kenikmatan, kebahagian, dan kesenangan seseorang ketika sedang berkerja akan semakin meningkatkan kepuasan orang tersebut.
Tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan kepuasan orang tersebut. Tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan perasaan kenikmatan, kebagiaan dan kesenangan seseorang. ini terjadi karena penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kemampuan skill teknis seseorang dalam menjalankan tugasnya. semakin tinggi frekuensi aparat pemerintah daerah dalam menggunakan aturan penyusunan dan pengeolaan keuangan daerah, semakin tinggi pula orang tersebut. Dalam hal tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dipandamg sebagai jumlah waktu yang digunakan dalam proses penyusunan APBD model baru. Argumentasi seperti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh King (1978) Agho (1993), walaupun dalam konteks yang lain.
Penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang relatif baru akan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja seseorang. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; Petland, 1989; Williamson dan Pence,1989; dan Eveland dan Bikson, 1987; maka dapat diprediksi bahwa semakin tinggi penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah oleh aparat pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tersebut.
2.1.3 Kebingungan Pada Aturan
Kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsikan, memahami dan menerapkan atau menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di definisikan sebagai kecendrungan seseorang mengalami tingkat ketidak mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan otonomi daerah yang adalah tidak proposional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan penyusunan dan pengelolaaan keuangan daerah. Jenis kebingungan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam, ketidak proposionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (spielberg, 1966; howard, 1986). Dari situasi ini maka dapat diprediksi bahwa semakin meningkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinannya. intesitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon ransangan khusus (dalam peneltian ini adalah keberadaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhdap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membuuk atau mendorong  bahwa orang tersebut akan atau tidak menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. 
2.1.4 Kemudahan Pengguna Aturan
Kemudahan tentang penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang telah di tetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga dapat di antisipasi dan di prediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kerja penyusunan APBD. 



2.2 PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.2.1	Kebingungan Pada Aturan Berpengaruh Terhadap Penggunaan Aturan

Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan sikap dalam konteks umum yaitu sikap yang ditunjukkan dalam pekerjaan mereka untuk suka atau tidak terhadap penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepuasan mengacu pada keyakinan pegawai selaku pengguna sistem aturan, bahwa aturan yang mereka dapat memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Cranny et al.(1992:44) kepuasan adalah fungsi hubungan antara sistem yang memperkuat kinerja organisasi dan kebutuhan individu.
Hal-hal yang menimbulkan perasaan menyenangkan dan sistem yang memperkuat kinerja pekerjaan akan semakin meningkatkan kepuasan seseorang. aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu sistem yang dimaksud. Hal ini dikarenakan aturan perundangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pedoman yang dapat meningkatkan kemampuan dan skill teknis seseorang dalam menjalankan tugasnya.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Sejalan dengan (Chenhall, 1988) yang mengemukakan bahwa kuantitas dan kualitas kerja yang diselesaikan seseorang secara umum merupakan komponen kunci dalam mengestimasi kinerja pekerjaan seseorang. Menurut Sudjadi (2005:29), meningkatnya kinerja pekerjaan adalah pengaruh tidak langsung dari respon atau sikap positif pegawai terhadap manfaat sistem yang diterapkan dalam organisasi. Dalam hal ini berarti bahwa sikap aparat pemda terhadap penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah secara positif akan meningkatkan kinerja aparat pemda tersebut. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya bahwa hubungan antara sikap perilaku pengguna sesuatu dan kinerja pekerjaan adalah kuat dan signifikan.
Dari uraian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun hipotesis sebagai berikut:
H1	: Kebingungan pada aturan berpengaruh pada penggunaan aturan 
		  aparat pemerintah daerah.
2.2.2	Kemudahan Pengguna Aturan berpengaruh terhadap Penggunaaan Aturan 

Erat hubungannya dengan uraian yang ada di atas, penelitian uga memprediksi bahwa tingkat kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang uga semakin tinggi. Argumentasi yang mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara langsung terhadap prilaku adalah kemanuran dan kemuaraban diri sendiri (self-eficacy). Sesuai dengan penelitian banduran (1982), kemanjuran atau kemuaraban diri sendiri (self-eficacy) adalah udgment atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat dengan mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang dibutuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah perkiraan aparat pemerintah daerah  dalam mengeksekusi atau menerapkan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :
H2 :	Kemudahan pengguna aturan penyusunan dan pengelolaan 
	keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan aturan

2.2.3	Penggunaan Aturan berpengaruh terhadap Kinerja
Untuk memperkirakan apakah aparat pemerintah daerah akan menggunakan atau menerapkan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, juga tergantung pada apakah aparat pemerintah daerah tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Jika aparat pemerintah daerah berpegang pada sikap positif bahwa aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemerintah daerah tersebut.
Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H3:	Penggunaan aturan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah



2.2.4	Kebingungan Terhadap Aturan berpengaruh terhadap Kinerja 
Penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemda dalam memahami dan menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah Howard (1986) menyatakan bahwa kebingunan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam oleh seseorang yang menimbulkan ketidak proporsionalan keuangan daerah akan mempengaruhi kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. 
Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:
H4 :	Kebingungan aparat pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja 
	pekerjaan aparat pemerintah daerah
2.2.5	Kemudahan Penggunaan Aturan berpengaruh terhadap Kinerja Pekerjaan

Kemudahan tentang penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap postif aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kerja penyusunan APBD. 


Dari uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :
H5 :	Kemudahan pengguna aturan penyusunan dan pengelolan keuangan
         daerah berpengaruh terhadap kinerja

2.2.6 Kebingungan terhadap Aturan berpengaruh terhadap Kinerja Pekerjaan melalui   Penggunaan Aturan 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsikan, memahami dan menerapkam/menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai kecendrungan seseorang mengalami tingkat ketidak mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan otonomi daerah yang adalah tidak proposional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan penyusunan dan pengelolaaan keuangan daerah. jenis kebingungan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam, ketidak proposionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (spielberg, 1966; Howard, 1986). Dari situasi ini maka dapat diprediksi bahwa semakin meningkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinanmya. Intesitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon ransangan khusus (dalam peneltian ini adalah keberadaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membujuk atau mendorong  bahwa orang tersebut akan atau tidak menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar argumentasi atau definisi ini maka dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsi, memahami dan menerapakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kerja penyusunan APBD.
Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :
 H6 :  Kebingungan aparat pemerintah daerah pada aturan berpengaruh 
	terhadap kinerja melalui penggunaan aturan.
2.2.7	Kemudahan Penggunaan aturan berpengaruh terhadap Kinerja Pekerjaan Melalui   Penggunaan Aturan.

 Sesuai dengan karya Davis (1989) dan Adams (1992), kemudahan penggunaan sesuatu didefinisikan ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut, maka orang ini merasa kan meningkatkan kebebasannya dalam berusaha atau bekerja. Sedang penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajad ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Mengikuti penelitian Hill et al, 1987; Robey, 1979; dan Vroom, 1964, maka dalam konteks aparat pemerintah daerah dan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :
H7:  Kemudahan pengguna aturan penyusunan pengelolaan keuangan 
        daerah berpengaruh terhadap kinerja melalui penggunaan aturan.















BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.	Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2011) sedangkan menurut sabar populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau study sensus (sabar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah 14 dinas, 11 lembaga teknis, 3 lembaga lain dan 2 sekretariatan. Data ini diperoleh dari situs kabupaten Tebo (www.pemkabtebo.com). 
Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang tentu sudah mampu secara representative dapat mewakili populasinya (sabar,2007) sedangkan menurut sugiyono sampel adalah bagian atau umlah karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang dari populasi harus betul-betul representative (sugiyono, 2011). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah prilaku aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Secara khusus adalah menyangkut aspek hubungan sebab (kausalitas)  prilaku aparat tersebut.
Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. menurut ghozali (2010) purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang di dasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria sampel penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada dinas atau kantor atau badan pada pemerintah Kabupaten Tebo yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. 
3.2.	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya, bisa dalam bentuk wawancara, dengan kuesioner dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden langsung atau dikirim melalui pos.
Pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan studi keperpustakaan dan studi lapangan. Studi keperpustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur ilmiah, buku, jurnal, dan karya tulis yang berhubungan dengan objek penulisan. Literatur yang dicari adalah mengenai teori persepsi dari pengguna sistem, diantaranya persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan sikap penggunaan. Serta beberapa jurnal penelitian mengenai literatur yang bersangkutan. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke pegawai pada SKPD Kabupaten tebo.
3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Berdasarkan pada model penelitian yang digunakan adalah model penerimaan teknologi (technology acceptance model atau TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). Maka variabel dan definisi dalam penelitian ini sebagai berikut:             
3.3.1.Variabel Independen
	Kemudahan Penggunaan Aturan
Kemudahan penggunaan aturan yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengukur variabel ini di ukur dengan 6 item pertanyaan dengan menggunakan 5 point Skala Likert. Skala pengukuran ini diadopsi dari item-item yang dikembangkan, diui dan digunakan dalam penelitian Davis,1989. 6 buah item pernyataan yang diadaptasi oleh Davis (1989:331), yaitu: 1) mudah dipelajari, 2) terkendali, 3) jelas dan dapat dimengerti,  4) fleksibel, 5) mudah untuk menjadi terampil, 6) mudah untuk digunakan. Persepsian responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 5 skala likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu: 5 berarti sangat tidak setuju (STS), 4  berarti tidak setuju (TS), 3 berarti Netral (N), 2 berarti setuju (S), 1 berarti sangat setuju (SS).

Kebingungan Pada aturan
Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinanmya. Intesitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon ransangan khusus  (dalam peneltian ini adalah keberadaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membuuk atau mendorong  bahwa orang tersebut akan atau tidak menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasar metode dan intrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Hatcher dan Diebert (1987), penelitian ini mengunakan 4 (empat) item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Untuk mengetahui seberapa auh tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah ini, peneliti menggunakan pertanyaan tentang berapa tahun atau berapa bulan aparat pemerintah daerah menegtahui dan mengaplikasikan kedua aturan dalam pekerjaan mereka. 
3.3.2.Variabel Dependen
Kinerja
Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimidarti,2006). Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi (Ilyas, 2001). Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu : tujuan, ukuran dan penelitian.
mengukur variabel ini di ukur dengan 6 item pertanyaan dengan menggunakan 5 point Skala Likert. Skala pengukuran ini diadopsi dari item-item yang dikembangkan, diui dan digunakan dalam penelitian Davis,1989. 6 buah item pernyataan yang diadaptasi oleh Davis (1989:331), yaitu: 1) mudah dipelajari, 2) terkendali, 3) jelas dan dapat dimengerti,  4) fleksibel, 5) mudah untuk menjadi terampil, 6) mudah untuk digunakan. Persepsian responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 5 skala likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu: 5 berarti sangat tidak setuju (STS), 4  berarti tidak setuju (TS), 3 berarti Netral (N), 2 berarti setuju (S), 1 berarti sangat setuju (SS).
3.3.3.	Variabel Intervening
	Peggunaan Aturan 
Sikap penggunaan atau attitude toward using dalam TAM didefinisikan oleh Wibowo (2006) sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Item pengukur variabel ini diadaptasi dari Agarwal dan Karashanna (2000) dalam Yusman (2013). Variabel ini diukur dengan 4 item pernyataan dengan menggunakan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 5 berarti sangat tidak setuju (STS), 4 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 2 berarti setuju (S), 1 berarti sangat setuju (SS).
Tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan kepuasan orang tersebut. Tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan perasaan kenikmatan, kebagiaan dan kesenangan seseorang. Ini teradi karena penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kemampuan skill teknis seseorang dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi frekuensi aparat pemerintah daerah dalam menggunakan aturan penyusunan dan pengeolaan keuangan daerah, semakin tinggi pula orang tersebut. 
Dalam hal tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dipandamg sebagai jumlah waktu yang digunakan dalam proses penyusunan APBD model baru. Argumentasi seperti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh King (1978) Agho (1993), walaupun dalam konteks yang lain. Penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang relatif baru akan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja seseorang. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell,1991; Petland, 1989; Williamson dan Pence,1989; dan Eveland pengelolaan keuangan daerah oleh aparat pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tersebut.
Variabel ini diukur atas dasar 6 item pertanyaan dengan menggunakan 5 poin skala Likert yang uga dikembangkan oleh Davis, 1989. Variabel atau faktor kebingungan aparat pemerintah daerah dalam memahami dan mengaplikasikan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah diukur atas dasar ukuran atau skala yang dikembangkan dan digunakan oleh penelitian Howard,1986. Pengembangan dan penggunaan alat ukur penelitian terhadap 6 item pertanyaan dengan 5 poin Likert. 
Tabel 3.1
Pengukuran Variabel
	No
	Variabel
	Item Pertanyaan
	Referensi

	1
	Kebingungan Penggunaan Aturan
	4
	SNA

	2
	Kemudahan Penggunaan Aturan
	4
	SNA

	3
	Kinerja Pekerjaan
	6
	SNA

	4
	Penggunaan Aturan
	6
	SNA



3.4  Statistik Deskriptif 
Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat pengukuran variabel. Variabel kinerja memiliki 6 item pertanyaan, bariabel penggunaan aturan memiliki 6 item pertanyaan, variabel kebingungan pada aturan memiliki 4 item pertanyaan dan variabel kemudahan pengguna aturan memiliki 4 item pertanyaan. Gambaran mengenai variabel penelitian disajikan dalam tabel deskriptif yang menunjukkan kisaran angkat teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean), serta standar deviasi.
3.5 Uji Kualitas Data
Sebelum dilakukan tahapan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data, skala data yang digunakan yaitu ordinal sehingga membuat peneliti menggunakan bantuan kuetioner untuk melakukan pengujian terhadap masing-masing variabel. Untuk mengetahui ketetapan dan kehandalan pemilihan item pertanyaan yang mendukung variabel penelitian maka digunakan tahapan pengujian kualitas data yaitu :
3.5.1 Uji Validitas
Uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner . Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tertentu. Uji validitas ini bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah peneliti buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2011). Didalam model penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan data reduction model varimax. Alat uji yang digunakan adalah Kaisre Mayer Olkin Measure Of Sampeling Adequancy (KMO MSA). Nilai yang dikendalikan harus > 0,5 (Ghozali,2011).
3.5.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Untuk menguji reliabitas ini dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. One shot pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur kolerasi antar jawaban. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabitas dengan uji statistic Conbranch Alpha (a). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.7 (Nunmally, 1994) dalam (Ghozali, 2011).
3.6  Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis salah satu pertanyaan yang seharusnya terpenuhi dalam sebuah model regresi adalah terbebasnya masing masing variabel independen dari gejala asumsi klasik. Secara umum tahapan pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut :
 3.6.1 Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan ,menggunakan non parametrik yaitu one sample kolmograv smirnov test.
3.6.2 Uji Multikolineritas 
Uji multikolineritas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Cara mendeteksi multikolineritas dapat diketahui jika R2 tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, kehadiran bersama-sama variabel-variabel bebas akan mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi jika berdiri sendiri, variabel bebas tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap Y. Pengujian multikolinearitas akan menggunakan varience inflation factor (VIF) dan tolerance.
Apabila nilai VIF melebihi angka 10 maka asumsi multikoleniaritas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai VIF kecil dari 10 dapat disimpulkan tidak terjadinya multikoleniaritas.
3.7  Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini dilakuakan dengan menggunakan uji regresi sederhana, uji regresi berganda dan uji regresi bertingkat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hierarchical regression atau regresi bertingkat. Menurut Baron dan Kenny (1986) regresi bertingkat merupakan cara statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel intervening antara variabel bebas dan variabel terikat.
Untuk menguji hipotesis 1,2,4 dan 5 peneliti menggunakan regresi berganda dengan persamaan berikut :
I = +1X1+X2+e ( untuk hipotesis 1 dan 2)
Y= +X1+2X2+e ( untuk hipotesis 4 dan 5)
Untuk menguji hipotesis 3 peneliti menggunakan regresi sederhana dengan persamaan berikut :
Y = a++e
Untuk menguji hipotesis 6 dan 7 Peneliti menggunakan regresi bertingkat dengan persamaan sebagai berikut :    
Y= +1X1+1I +e ( untuk hipotesis 6)
Y= +2X2+2I+e ( untuk hipotesis 7)


Dimana :
	Y	= Kinerja (KN)
		= Konstanta
		= Koefisien Regresi
	X1	= Kebingungan (KB)
	X2	= Kemudahan (KM)
	I	= Penggunaan Aturan	
	e	= Error 

 Tingkat signifikan hasil perhitungan yang diperoleh berikutnya dibandingkan dengan 0,05. Jika tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel yang diteliti.
3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) menurut Ghozali (2011) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menuangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
3.7.2  Uji koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Uji statistik (uji F) pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasuukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap avariabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian F adalah apabila nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independenyang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
3.7.3.Uji Statistik
Menurut Ghozali (2011) Uji t-statistik merupakan uji yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel secara statistik. Metode pengujian koefisien regresi untuk menguji tingkat signifikasi masing-masing variabel secara parsial terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Dengan asumsi bahwa jika nilai signifikan  yang dapat dilihat dari hasil analisa regresi menunjukkan kecil dari a 0,05 berarti terdapat pengaruh antara variabel dependen. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS.














BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan ringkasan tentang data-data yang sudah diolah dalam proses pengujian yang bertujuan untuk membaca dan memahaminya dengan mudah. Pada analisis hasil dan pembahasan akan menguraikan tentang deskriptif data penelitian, uji validitas dan reabilitas, asumsi klasik dan pengujian hipotesis.
4.1.	Deskriptif Data Penelitian
Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2009) merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.
Data penelitian ini yaitu data primer dengan cara membagikan kuesioner kepada 146 responden dari 26 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri atas 14 dinas, 11 lembaga teknis, 3 lembaga lain dan 2 sekretariat. Setiap sampel masing-masing terdiri atas kasubbag, kabid, dan kasi, serta staf-staf  keuangannya, dengan estimasi masing-masing SKPD diberikan 20 kuisioner, sehingga total responden menjadi 146 orang. Peneliti menentukan batas waktu pengembalian kuesioner yaitu satu minggu setelah kuesioner diberikan.



      				
                      Tabel 4.1
             Tingkat Pengembalian Kuetioner

	Keterangan
	Jumlah Kuesioner

	Kuesioner yang disebarkan
	150

	Kuesioner yang dikembalikan
	146

	Kuesioner yang tidak lengkap
	-

	Kuesioner yang di olah
	146


      Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner
Data yang diperoleh dari peneliti dapat dilihat dari tabel 4.1 tentang tingkat pengembalian kuesioner, yang mana kuesioner yang disebarkan sebanyak 150. Kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 146 kuesioner, dan kuesioner yang di olah sebanyak 146. Peneliti menargetkan waktu untuk mengumpulkan data selama 1 minngu, jadi jika selama 1 minggu kuesioner tidak mendapatkan kembali kuesioner maka peneliti menganggap responden tidak merespon.
Profil responden dikelompokkan kedalam jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama menduduki jabatan. Data profil responden dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut di bawah ini:














Tabel 4.2
Profil Responden

	Profil Responden
	Jumlah
	Presentase (%)

	Jenis Kelamin :
1. Laki-laki
2. Perempuan
	
114
32
	
78.03
21.97

	Umur :
1. 20-30 Tahun
1. 31-40 Tahun
1. 41-50 Tahun
1. 51-60 Tahun
	
35
32
54
25
	
23.97
21.97
36.98
17.08

	Pendidikan Terakhir :
1. SMA
1. D3
1. S1
1. S2
1. S3
	
10
48
63
25
0
	
6.84
32.87
43.15
17.12
0

	Jabatan :
1. Kepala Dinas
1. Kepala Bidang
1. Kepala Seksi
1. Staf Akuntansi
	
30
44
44
27
	
20.54
30.13
30.13
18.49

	Lama Menduduki Jabatan
1. 1-5 Tahun
1. 5-10 Tahun
1. > 10 Tahun
	
70
49
27
	
47.94
33.56
18.49




Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pria sebanyak 114  orang atau 78,03 %, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 32 orang atau 21.97 %.. Selanjutnya, dilihat dari faktor umur sebagian responden berusia antara 31-40 tahun sebanyak 32 responden atau 21.97 %, responden yang sebagian besar berumur antara 41-50 tahun sebanyak 54 atau 36.98 %, umur 20-30 tahun sebanyak 35 orang atau 23,97 %, dan jumlah persentasi terendah yaitu umur antara 51-60 tahun sebanyak 25 orang atau 17,08 %.
Berdasarkan jenjang pendidikan yakni SMA sebanyak 10 responden atau 6,84 %, Diploma 3 (D3) sebanyak 48 responden atau 32,87 % , Strata 1 (S1) sebanyak 63 responden atau 43,15 %, dan Strata 2 (S2) sebanyak 25 responden atau 17,12 %. Lalu uraian mengenai jabatan responden yaitu persentasi responden yang menjabat sebagai kepala dinas sebanyak 30 orang atau 20,54% sedangkan yang menjabat sebagai kepala bidang sebanyak 44 orang atau 30,13 % jumlah ini sama besar dengan responden yang menjabat sebagai kepala seksi sebanyak 44 orang atau 30,13% lebih rendah jika dibandingkan dengan responden yang menjabat sebagai staf akuntansi dengan jumlah 27 orang atau 18,49 %. Selanjutnya lama responden menduduki jabatan, responden dengan lama menduduki jabatan 1-5 tahun berjumlah 70 responden atau 47.94 %, 5-10 tahun sebanyak 49 responden atau 33,56 %, dan diatas 10 tahun dengan jumlah persentasi sebanyak 27 orang atau 18,49 %.
4.2 Statistik Deskriptif 
Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat pengukuran variabel. Variabel kinerja memiliki 6 item pertanyaan, bariabel penggunaan aturan memiliki 6 item pertanyaan, variabel kebingungan pada aturan memiliki 4 item pertanyaan dan variabel kemudahan pengguna aturan memiliki 4 item pertanyaan. 
Gambaran mengenai variabel penelitian disajikan dalam tabel deskriptif yang menunjukkan kisaran angkat teoritis, kisaran aktual, rata-rata(mean), serta standar deviasi. Untuk melihat lebih rinci dapat dilihat tabel 4.3 sebagai berikut 
           Tabel 4.3
   Statistik Deskriptif
	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	KN
KB
KM
PA
	146
146
146
146
	18.00
6.00
8.00
17.00
	30.00
20.00
18.00
29.00
	23.5685
11.5548
13.6164
23.4795
	2.24962
3.36520
2.21363
2.51401


          Sumber : olah data SPSS
Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa variabel kinerja (Y) mempunyai nilai minimum 18.00 dengan nilai maksimum 30.00, sedangkan rata-rata variabel menunjukkan nilai 23,5685 dengan standar deviasi 2,24962. Variabel kebingungan (X1) mempunyai nilai minimum 6,00 dengan nilai maksimum 20.00, sedangkan rata-rata variabel menunjukkan nilai 11,5548 dengan standar deviasi 3,36520. Variabel kemudahan (X2) mempunyai nilai minimum 18,00 dengan nilai maksimum 8,00, sedangkan rata-rata variabel menunjukkan nilai 13,6164 dengan standar deviasi 2,21363. Variabel penggunaan aturan (I) mempunyai nilai minimum 17.00 dengan nilai maksimum 29.00, sedangkan rata-rata variabel menunjukkan nilai 23,4795 dengan standar deviasi 2,51401.  
4.3 Pengujian Instrumen Data
 Sebelum dilakukan tahapan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen data. Pada tahapan tersebut pengujian data meliputi dua pengujian yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil pada sub bab dibawah ini :
4.3.1   Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu item pertanyaan sudah valid. Dalam penelitian ini peneliti menguji instrument data dengan metode analisis faktor (KMO). Menurut Priyatno (2014) suatu variabel dinyatakan valid dan dapat di analisis lebih lanjut apabila memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa angka KMO (Keiser Meyer Olkin) MSA (Measures Of Sampling Adequacy) pada kolom KMO and Barlet’s Test harus lebih besar atau sama dengan 0,5.
Tabel 4.4
Uji Validitas
	No
	Variabel
	KMO-MSA
	Kesimpulan

	1
	Kinerja Pekerjaan
	0,647
	Valid

	2
	Penggunaan Aturan
	0,827
	Valid

	3
	Kebingungan Penggunaan Aturan
	0,573
	Valid

	4
	Kemudahan Penggunaan Aturan
	0,691
	Valid


         Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan tabel 4.3 pada output KMO and Barlett’s Test, dapat di lihat bahwa nilai KMO-MSA variabel kebingungan penggunaan aturan dan kemudahan penggunaan aturan. Dengan ini data dapat di analisis lebih lanjut karena memenuhi syarat KMO-MSA harus lebih besar atau sama dengan 0,5.

4.3.2    Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dapat dilakukan jika sudah melakukan uji kevaliditasan suatu data dan hasil setiap item pertanyaan sudah valid maka masuk kedalam analisis uji reliabitas sebagai syarat untuk tahap pengujian hipotesis. Hasil tingkat reabilitas masing-masing variabel dapat dilihat dari Tabel 4.4 sebagai berikut :   
Tabel 4.5
Hasil Uji Realiabilitas
	Variabel

	Cronbranch Alpha
	Kesimpulan

	Kinerja Pekerjaan (Y)
	0,703
	Reliable

	Penggunaan Aturan (I)
	0,877
	Reliable

	Kebingungan Penggunaan Aturan (X1)
	0,730
	Reliable

	Kemudahan Penggunaan Aturan (X2)
	0,700
	Reliable


                      Sumber : olah data SPSS

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk variabel Kinerja Pekerjaan, Penggunaan Aturan, Kebingungan Penggunaan Aturan dan Kemudahan Penggunaan Aturan mempunyai nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally,1994) dalam (Ghozali,2011). Semua variabel dinyatakan reliable karena sudah memenuh syarat yang telah ditetapkan, maka tidak ada item-item pertanyaan yang harus dibuang. Jadi, data yang ada dapat dilanjutkan pada proses tahap berikutnya.


4.4 Uji Asumsi Klasik
 Uji asumsi klasik merupakan tahap proses yang harus dilakukan setelah uji validitas dan reabilitas dalam analisis regresi linear. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang di uji terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinieritas.
4.4.1  Uji Normalitas
Normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2014). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas berdasarkan pegujian dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :
	Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas
	Keterangan

	Unstandardized Residual

	N
	146

	Kolmogorov-smirnov Z
	0,695

	Asump.sig (2-tailed)
	0,720


       Sumber : olah data SPSS

 Berdasarkan hasil tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikasi (Asymp.sig 2-tailed) sebesar 0,720 hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Karena telah memenuhi syarat yang nilai signifikasi lebih dari 0,05.


4.4.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen (Ghozali,2011). Pengujian multikolinearitas dalam penelitian dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerence. Apabila nilai VIF  melebihi angka 10 maka asumsi multikoleniaritas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai VIF kecil dari 10 dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :;
            Tabel 4.7
          Hasil Uji Multikolinieritas
	Variabel Bebas
	TOL
	VIF
	Kesimpulan

	X1
	0,800
	1,176
	Tidak terjadi multikolinieritas

	X2
	0,881
	1,136
	Tidak terjadi multikolinieritas

	I
	0,952
	1,050
	Tidak terjadi multikolinieritas


              Sumber : olah data SPSS

Berdasarkan hasil output tabel 4.6 dapat dilihat pada variabel bebas tidak terjadi multikoleritas. Karena diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel bebas lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 dan dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk bebas dari multikolieritas.
4.5 Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini terdapat tiga model pengujian, yaitu uji regresi sederhana, uji regresi berganda dan uji regresi bertingkat. Pada hipotesis 1,2,4 dan 5 menggunakan uji regresi berganda, hipotesis 3 menggunakan regresi sederhana. Hipotesis 6 dan 7 dengan uji bertingkat. Uji regresi bertingkat untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel intervening.   
4.5.1 Pengaruh Kebingungan Pada Aturan (KB), Kemudahan Penggunaan Aturan (KM)   terhadap Penggunaan Aturan       

Dalam model regresi ini menguji tiga hipotesis yaitu pengaruh  kebingungan pada aturan terhadap penggunaan menggunakan aturan (H1), pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap penggunaan menggunakan aturan (H2).
4.5.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi pada model untuk melihat seberapa jauh aturan (X2) memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel penggunaan aturan (I). Hasil pengolahan data untuk melihat uji R2 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut inI:
           Tabel 4.8
             Hasil Uji R2 Hipotesis 1.2
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R
Square
	Std.error of the
Estitamate

	1
	.219a
	.048
	.034
	2.47032


                Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel 4.9 menunjukkan bahwa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,048. Jadi, kesimpulannya kebingungan pada aturan, kemudahan penggunaan aturan 4.8%  memberikan informasi terhadap niat menggunakan kinerja pekerjaan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.5.1.2   Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)  
Uji statistik (uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel kebingungan pada aturan (X1), kemudahan penggunaan aturan (X2) secara bersamaan secara (simultan) terhadap variable penggunaan aturan (I) dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil pengolahan data dengan uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini 
          	  Tabel 4.9
     Hasil Uji F Hipotesis 1,2
	Keterangan
	F sig 
	Cut off
	Kesimpulan

	Pengaruh KB dan KM terhadap Penggunaan Aturan
	0,030
	0,05
	Model tidak Diterima


           Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikan sebesar 0,030. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kebingungan pada aturan, kemudahan penggunaan aturan tidak berpengaruh terhadap penggunaan aturan secara simultan karena nilai signifikan besar dari 0,05.
4.5.1.3 Uji t-statistik
Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable kebingungan pada aturan, kemudahan penggunaan aturan secara persial terhadap niat menggunakan aturan dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :
                                  





               Tabel 4.10
          Hasil Uji t-statistik Hipotesis 1,2
	Variabel
	B
	sig
	Kesimpulan

	KB
KM
	-.150
-.047
	.022
.634
	H1 diterima
H2 ditolak


                  Sumber : olah data SPSS
Berikut ini adalah uraian tentang hasil uji t-statistik yang ada dalam tabel 4.8 di atas :
1. Nilai koefisien regresi pada variabel KB (X1) adalah sebesar -0,150 dengan sigmifikan 0,022. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebingungan pada aturan (X1)   berpengaruh negatif terhadap penggunaan aturan (I) karena nilai signifikan lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan nilai koefisiennya negatif. 
1. Nilai koefisien pada regresi pada variabel KM (X2) adalah sebesar -0,47 dengan signifikann0,634. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan aturan (X2)  tidak berpengaruh  terhadap penggunaan aturan (I) karena nilai signifikan lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan nilai koefisiennya negatif dan nilai koefisiennya negatif.
4.5.2 Pengaruh Kebingungan Pada Aturan (KB), Kemudahan Penggunaan Aturan (KM) terhadap Kinerja Pekerjaan

Dalam model regresi berganda ini menguji hipotesis 4 dan 5 yaitu pengaruh kebingungan pada aturan terhadap Kinerja Pekerjaan (H4) dan  pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan (H5).  


4.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi pada model untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel kebingungan pada aturan (X1), Kemudahan penggunaan aturan (X2) memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel kinerja pekerjaan. Hasil pengolahan data untuk melihat uji R2 dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini : 
                  Tabel 4.11
           Uji R2 Hipotesis 4, 5

	Model 1
	R
	R Square
	Adusted R
Square
	Std.error of the Estimate

	1
	.329a
	0.108
	.096
	2.13896


         Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan nilai yang terdapat dsalam tabel 4.12 menunjukkan bahwa diperoleh koefisien deteminasi sebesar 0,108 . Jadi kesimpulannya kebingungan pada aturan, kemudahan penggunaan aturan memberikan informasi terhadap kinerja pekerjaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerjaan sebesar 1.8 %  sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
4.5.2.2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Uji statistik (uji F) untuk mengetahui variabel kebingungan pada aturan (X1), kemudahan penggunaan aturan(X2) secara bersamaan (simultan) terhadap variabel kinerja pekerjaan(Y) dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:





  Tabel 4.12
Hasil Uji Hipotesis 4,5
	Model
	F sig
	Cut off
	Kesimpulan

	Pengaruh KB, KM terhadap Kinerja Pekerjaan
	0,000
	0,05
	Model diterima


                      Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000  Hal itu berarti bahwa secara keseluruhan atau secara simultan variabel Kebingungan pada aturan dan Kemudahan pengguna aturan   berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pekerjaan karena dimana nilai signifikan lebih kecil dari 
4.5.2.3 Uji t-statistik
Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kebingungan pada aturan, kemudahan penggunaan aturan secara persial trhadap kinerja pekerjaan dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel 4.1.1 berikut :
   				         Tabel 4.13
                          Hasil Uji t-statistik Hipotesis 4, 5
	Model
	B
	Sig
	Kesimpulan

	KB
KM
	-.110
.353
	.052
.000
	H4 ditolak
H5 diterima


                                   Sumber : olah data SPSS


Berikut ini adalah uraian tentang hasil uji F yang ada dalam tabel di atas 4.1.1 diatas:
1. Nilai Koefisien pada variabel KB (X1) adalah sebesar -0,110 dengan signifikan 0,52. Hal ini dapat di simpulkan bahwa kebingungan pada aturan (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja (Y) karena nilai signifikan lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dan nilai koefisiennya negatif.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel kemudahan pada aturan (X2) adalah sebesar 0,353 dengan signifikan 0.00. Hal ini dapat di simpulkan bahwa kemudahan penggunaan aturan (X2)   berpengaruh positif terhadap prilaku kinerja karena nilai signifikan lebih kecil dari  alpha yaitu 0,05.
4.5.3 Pengaruh Penggunaan Aturan Terhadap Kinerja Pekerjaan
Dalam model regresi ini menguji hipotesis 3 yaitu pengaruh penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan (H3).
4.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi pada model untuk melihat seberapa jauh kemampuan variable penggunaan aturan (I) memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel kinerja pekerjaan. Hasil pengolahan data untuk melihat uji R2 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini :
      Tabel 4.14
Uji R2 hipotesis 3
	Model
	R
	R Square
	Adusted R Square
	Std.error of the Estimate

	1
	.327a
	.107
	.101
	2.13327


                       Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel 4.14 menunjukkan bahwa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,107. Jadi, kesimpulannya niat berprilaku memberikan informasi untuk memprediksi variabel kinerja pekerjaan sebesar 10.7%  sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
4.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Uji statistik (uji F) untuk mengetahui variabel kebingungan pada aturan (X1), kemudahan penggunaan aturan(X2) secara bersamaan (simultan) terhadap variabel kinerja pekerjaan(Y) dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:
  Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis 3
	Keterangan
	F sig
	Cut off
	Kesimpulan

	Pengaruh penggunaan aturan terhadap kinerja
	0,000
	0,05
	Model diterima


             Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5.4.2 terdapat nilai signifikan sebesar sebesar 0,000. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aturan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pekerjaan.
4.5.3.2 Uji t-statistik
Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel niat berprilaku terhadap kinerja pekerjaan secara persial dengan tingkat sigmifikan 0,05 . Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:
 Tabel 4.16
 Hasil Uji t-Statistik Hipotesis 3
	Variabel
	B
	Sig
	Kesimpulan

	Penggunaan Aturan
	.293
	.000
	H3 diterima


                      Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan tabel 4.13 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi adalah 0,293 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Jadi, ini dapat diartikan bahwa niat berprilaku berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan.
4.5.4 Pengaruh Kebingungan Pada Aturan (KB), terhadap Kinerja Pekerjaan melalui Penggunaan Aturan sebagai Variabel Intervening

Dalam model ini menguji dua hipotesis yaitu pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja pekerjaan dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening (H6), dengan regresi bertingkat. 
4.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi pada model untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel kebingungan pada aturan (X1), memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel kinerja pekerjaan (Y) dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening. Hasil pengolahan data untuk melihat uji R2 dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini:
                   








Tabel 4.17
 Hasil Uji R2 Hipotesis 6
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. error of the estimate

	1
	.046a
	.002
	-.005
	2.25507

	2
	.328
	.108
	.095
	2.13995


                         Sumber :olah data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5.4.1 terdapat 2 model yang mana pada model 1, R square menunjukkan 0,002 dan pada model 2 R square menunjukkan 0.108 maka pada model 1 dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja pekerjaan hanya sebesar 0,2 % (tidak berpengaruh signifikan) sedangkan pada model 2 dapat disimpulkan pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebesar 10% (berpengaruh signifikan).
4.5.4.2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Uji statistik (uji F) untuk mengetahui pengaruh variable kebingungan pada aturan (X1), secara bersamaan (simultan) terhadap variable kinerja pekerjaan (Y) dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.5.4.2 sebagai berikut ini :










Tabel 4.18
Hasil Uji F Hipotesis 6
	Model
	Keterangan
	F sig 
	Cut off
	Kesimpulan

	1
	Pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja pekerjaan
	0,585
	0.05
	Model tidak diterima

	2
	Pengaruh kebingungan pada aturan terhadap kinerja melalui penggunaan aturan
	0,000
	0,05
	Model diterima


            Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5.4.2 terdapat nilai signifikan sebesar 0,585 dimana signifikan lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa kebingungan pada aturan terhadap kinerja pekerjaan tidak berpengaruh  secara simultan atau secara keseluruhan sedangkan pada model 2 dapat dilihat nilai signifikan sebesar 0,000. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kebingungan pada aturan berpemgaruh secara simultan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening.
4.5.4.3 Uji t-statistik
Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kebingungan pada aturan terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebagai variable intervening dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel 4.5.4.3 berikut :        



                                        
Tabel 4.19
Hasil Uji t-statistik Hipotesis 6
	Model
	Variabel
	
	sig
	Kesimpulan

	1
	Kebingungan pada aturan
	-0,030
	0,585
	
H6 Diterima

	2
	Kebingungan pada aturan
Penggunaan aturan
	0,017
	0,749
	

	
	
	0,298
	0,000
	


      Sumber : olah data SPSS
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.5.4.3 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada model 1 kebingungan pada aturan tidak berpengaruh terhadap kinerja sebelum melalui variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar -0,030 dengan nilai signifikan sebesar 0,585 artinya nilai signifikan besar dari 0,05.
2. Pada model 2 menunjukkan bahwa kebingungan pada aturan tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,017 dan nilai signifikan sebesar 0,749 artinya signifikan >  (0,749>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pekerjaan tidak dipengaruhi oleh kebingungan akan tetapi lebih dipengaruhi oleh penggunaan aturan sebagai variabel intervening karena dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien regresi 0,298 dan nilai signifikan 0,000 nilai signifikan kecil dari  oleh karena itu H6 diterima.
4.5.5 Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aturan (KM) terhadap Kinerja Pekerjaan Melalui Penggunaan Aturan sebagai Variabel Intervening
Dalam model ini menguji dua hipotesis yaitu pengaruh kemudahan penggunaan aturan (X2)  terhadap kinerja pekerjaan dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening (H7) dengan regresi bertingkat. 

4.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi pada model untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel kemudahan pengguna aturan (X2),  memberikan informasi untuk memprediksi variasi variabel kinerja pekerjaan (Y) dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening. Hasil pengolahan data untuk melihat uji R2 dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini:
  Tabel 4.20
                                       Hasil Uji R2 Hipotesis 7              
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. error of the estimate

	1
	.291a
	.084
	.078
	2.160000

	2
	.464b
	.215
	.204
	2.00701


                          Sumber :olah data SPSS
 Berdasarkan Tabel 4.5.4.1 terdapat 2 model, pada model 1 R square menunjukkan 0,084 dan pada model 2 R square menunjukkan 0,215 maka pada model 1 dapat disimpulkan bahwa kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja sebesar 8.4% (berpengaruh signifikan) sedangkan pada model 2 dapat disimpulkan pengaruh kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan sebesar 21.5% (berpengaruh signifikan).
4.5.5.2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F)
Uji statistik (uji F) untuk mengetahui pengaruh variable kemudahan pengguna aturan (X2), secara bersamaan (simultan) terhadap variable kinerja pekerjaan (Y) dengan penggunaan aturan sebagai variabel intervening pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.5.4.3 sebagai berikut ini :
Tabel 4.21
Hasil Uji F Hipotesis 7
	Model
	Keterangan
	F sig
	Cut off
	kesimpulan

	1
	Pengaruh kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja pekerjaan
	0,000
	0,05
	Model diterima

	2
	Pengaruh kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan
	0,000
	0,05
	Model diterima


      Sumber :olah data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5.5.2 pada model 1 terdapat nilai signifikan sebesar 0,000 dimana signifikanlebih kecil dari dari  0,05 maka dapat disimpulkan kemudahan terhadap kinerja berpengaruh secara simultan atau secara keseluruhan sedangkan pada model 2 dapat dilihat nilai signifikan sebesar 0,000. Dimana nilai signifikan lebih kecil dari  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan pengguna aturan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening.
4.5.5.3 Uji t-statistik
Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kemudahan pengguna aturan terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebagai variable intervening dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel 4.5.4.3 berikut :           
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Tabel 4.22
Hasil Uji t-statistik Hipotesis 7
	Model
	Variabel
	
	sig
	Kesimpulan

	1
	Kemudahan pengguna aturan
	0,295
	0,000
	
H6 Diterima

	2
	Kemudahan pengguna aturan
Penggunaan aturan
	0,336
	0,000
	

	
	
	0,325
	0,000
	


Sumber :olah data SPSS
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.5.5.3 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pada model 1 kemudahan pengguna aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan sebelum melalui variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,295 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dari 
2. pada model 2 menunjukkan bahwa kemudahan pengguna aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,000 artinya signifikan < maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pekerjaan mempengaruhi kemudahan pengguna aturan, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh penggunaan aturan sebagai variabel intervening, karena dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien regresi 0,325 dan 0,000 ( signifikan < oleh karena itu H7 diterima.




4.6 Pembahasan Hasil
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dengan SPSS diatas maka dapat di uraikan ringkasan pembahasan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut ini :
4.6.1 Pengaruh Kebingungan Pada Aturan  Terhadap Penggunaan Aturan
Dari Hasil regresi pada hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kebingungan pada aturan terhadap penggunaan aturan. Dari proses olahan data dengan SPSS didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0.150 pada nilai signifikan 0,022 besar dari 0.05. Dengan demikian dapat di artikan bahwa dengan kebingungan terhadap penggunaan aturan sangat berpengaruh terhadap penggunaan aturan tersebut. Karena jika bingung bagaimana menggunakan aturan tersebut ini sangat berdampak negatif terhadap bagaimana penggunaan aturan itu sendiri.
Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat di manifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinannya. Intesitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi dalam kurun waktu dan meningkatkan dalam rangka merespon ransangan khusus (penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah). Maka penggunaaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh tehadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan merapakan aturan.


4.6.2  Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aturan Terhadap Penggunaan Aturan
Dari hasil regresi pada hipotesis 2 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kebingungan pada aturan terhadap penggunaan aturan. Dari proses olahan data dengan SPSS didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0.047 pada nilai signifikan 0,634 besar dari 0.05. Dengan demikian dapat di artikan bahwa dengan kemudahan terhadap penggunaan aturan sangat berpengaruh terhadap penggunaan aturan tersebut. Karena jika mudah bagaimana menggunakan aturan tersebut ini sangat berdampak terhadap bagaimana penggunaan aturan itu sendiri dilaksanakan. Dalam hipotesis ini di ukur 4 pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaannya yang negatif sehingga kalau di simpulkan jika hasil koefisiennya bernilai negatif maka kesimpulannya positif.
Tingkat kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang juga semakin tinggi. Argumentasi yang mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara langsung terhadap prilaku adalah kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri (self-eficacy). Sesuai dengan penelitian Bandura (1982), kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri (self-efficacy) adalah judgment atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang di butuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu.

4.6.3 Pengaruh Penggunaan Aturan terhadap Kinerja Pekerjaan
Dari Hasil regresi pada hipotesis 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kebingungan pada aturan terhadap penggunaan aturan. Dari proses olahan data dengan spss didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,293 dengan angka signifikan sebesar 0,00. Jadi, ini dapat diartikan bahwa penggunaan aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan.
Untuk memperkirakan apakah aparat pemerintah daerah akan menggunakan atau menerapkan aturan penyusunan dan pengh terpemgarelonaan aturan berlaan keuangan daerah juga tergantung apakah pemerintah daerah tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Jika mempunyai sikap positif maka aturan yang berguna dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kinerja aparat tersebut.
4.6.4 Pengaruh Kebingungan Aturan Pada Aturan Terhadap Kinerja   Pekerjaan
Berdasarkan pada hasil regresi hipotesis 4 melalui proses olahan data SPSS 16.0 di dapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0.110 dan nilai signifikan sebesar 0,052 yang besar dari 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa kemudahan penggunaan aturan (X1) berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan (Y).
Aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pengelolalaan keuangan daerah pada Kabupaten Tebo, khususnya kepala sub bagian, kepala bidang, kepala seksi dan staf akuntansi yang dalam pelaksanaan tugasnya, merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan aturan, dan hal ini juga membawa dampak yang positif terhadap keberhasilan implementasi penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Haryani dan syafrudin (2010) yang meneliti mengenai “kepercayaan dan implementasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Batang” menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan aturan.
4.6.5 Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aturan Terhadap Kinerja Pekerjaan
Berdasarkan pada hasil regresi hipotesis 5 melalui proses olahan data SPSS 16.0 didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0.353dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa kemudahan penggunaan aturan (X2)   berpengaruh positif terhadap prilaku kinerja karena nilai signifikan lebih kecil dari  alpha yaitu 0,05.
Kemudahan tentang penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemerintah daerah terhadap aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan merapkan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kerja penyusunan APBD.
4.6.6 Pengaruh Kebingungan Pada Aturan Terhadap Kinerja Pekerjaan Melalui Penggunaan Aturan 

Berdasarkan pada hasil regresi hipotesis 6 melalui proses olahan data SPSS 16.0 terdapat dua model yang  menjelaskan output dari hasil regresi, didapatkan model pertama kebingungan pada aturan tidak berpengaruh terhadap kinerja sebelum melalui variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar -0,030 dengan nilai signifikan sebesar 0,585 artinya nilai signifikan besar dari 0,05. 
Pada model kedua menunjukkan bahwa kebingungan pada aturan tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,017 dan nilai signifikan sebesar 0,749 artinya signifikan >  (0,749>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pekerjaan tidak dipengaruhi oleh kebingungan akan tetapi lebih dipengaruhi oleh penggunaan aturan sebagai variabel intervening karena dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien regresi 0,298 dan nilai signifikan 0,000.
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemerintah daerah dalam mempersepsikan, memahami dan menerapkan atau menggunakan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Didefinisikan sebagai kecendrungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan otonomi daerah yang adalah tidak proposionalnya atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Jenis kebingungan seperti ini adalah perasaaan keprihatinan yang dalam, ketidak proporsionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (Spielberg, 1966; Howard 1986). Dari situasi seperti ini maka dapat diprediksi bahwa semakin meningkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan maka semakin tinggi pula  daya tolak aparat pemda terhadap penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
4.6.7 Pengaruh Kemudahan Pengguna Aturan Terhadap Kinerja Pekerjaan Melalui Penggunaan Aturan

Berdasarkan pada hasil regresi hipotesis 7 melalui proses olahan data SPSS 16.0 terdapat dua model yang  menjelaskan output dari hasil regresi, didapatkan model pertama kemudahan pengguna aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan sebelum melalui variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,295 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dari  
Pada model kedua menunjukkan bahwa kemudahan pengguna aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan melalui penggunaan aturan sebagai variabel intervening dengan koefisien regresi sebesar 0,000 artinya signifikan < maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pekerjaan mempengaruhi kemudahan pengguna aturan, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh penggunaan aturan sebagai variabel intervening , karena dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien regresi 0,325 dan 0,000.
Sesuai dengan karya penelitian Davis (1989) dan Adams (1992), kemudahan penggunaan sesuatu di definisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut maka orang ini akan meningkatkan kebebasannya dala berusaha atau bekerja. Sedang penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajad ketika seseorang percaya bahwa pengunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Maka dalam konteks aparat pemerintah daerah  kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja melalui penggunaan aturan penyusunan dan penegelolaan keuangan daerah.


















BAB V
PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti akan menguraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran penelitian yang mana pada bab ini merupakan bab terakhir penelitian.

5.1	Kesimpulan
Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya maka dapat diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari sejumlah masalah yang dibahas di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa Kebingungan Pada aturan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap penggunaan aturan.
1. Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan aturan tidak berpengaruh terhadap penggunaan aturan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
1. Hasil pengujian hipotesis penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah  ketiga di temukan bahwa persepsi penggunaan aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
1. Hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan bahwa kebingungan pada  aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
1. Hasil pengujian hipotesis kelima ditemukan bahwa kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
1. Hasil pengujian hipotesis keenam ditemukan bahwa kebingungan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah melalui penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
1. Hasil pengujian hipotesis ketujuh ditemukan bahwa kemudahan penggunaan aturan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah melalui penggunaan aturan peyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
5.2 Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah di lakukan di atas implikasi dari hasil penelitian ini adalah pengaruh kebingungan pada aturan dan kemudahan penggunaan aturan sangat berpengaruh terhadap proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Tebo hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
5.3	Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa pada penelitian yang telah dilaksanakan saat ini masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan didalam penelitian ini. Hal ini tersebut adanya sejumlah keterbatasan yang peneliti miliki yaitu :
1. Objek penelitian ini hanya pada aparat pemda yang teribat secara langsung dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Tebo saja tidak se-provinsi sumatera barat.
1. Aparat pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian ini hanya pada Dinas, lembaga teknis, lembaga lain dan sekretariatan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan biaya oleh peneliti.
1. Masih terdapatnya sejumlah variabel yang berpengaruh  dalam proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang belum digunakan pada penelitian ini seperti sikap terhadap aturan, penggunaan aturan dan berbagai variabel lainnya yang tidak digunakan didalam penelitian ini.
5.4	Saran Peneliti
Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi:
1. Peneliti yang akan datang diharapkan untuk memperbanyak aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang akan di teliti dan sehingga bisa mewakili.
1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan alat uji lain seperti SEM-PLS.
1. Penelitian yang akan datang disarankan untuk mencoba menambah variabel baru yang juga mempengaruhi proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah seperti persepsi sikap terhadap aturan dan kegunaan aturan. Saran tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dalam menilai keberhasilan suau sistem.
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